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Yusida Wahyu Rezki (B11109502). Penerapan Uang Paksa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara (studi Kasus Putusan No. 
44/G.TUN/2011/PTUN.JPR) . Dibimbing oleh Abdul Razak sebagai 
Pembimbing I dan Hamzah Halim sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk mengatahui 
faktor – faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dwangsom 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Jayapura dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Data yang 
diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan 
teknik wawancara, analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan uang paksa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan secara efektif 
meskipun telah ada dalam UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara namun ada beberapa kendala yang ditemui dalam 
penerapannya yaitu ketiadaan peraturan pelaksanaannya, tidak adanya 
partisipasi aktif dari tergugat dan kurangnya pengawasan pelaksanaan 
putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga uang paksa yang 
diharapkan sebagai upaya untuk memaksa tergugat mematuhi amar 
putusan sama sekali tidak dapat dilaksanakan, oleh sebab itu pemerintah 
diharapkan segera membuat peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 116 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 
ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. 
Sebagai salah satu wujud bahwa Indonesia adalah negara yang 
berdasarkan hukum dibentuk 4 (empat) lingkungan peradilan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman 
Dalam sejarahnya peradilan tata usaha Negara mengalami 
berbagai kendala sebelum menjadi peradilan tata usaha Negara seperti 
yang sekarang, meskipun masih banyak kekurangan pengaturan 
pengaturan disana sini. Akan tetapi hal demikian itu masih lebih baik 
daripada saat menunggu kelahiran peradilan tata usaha Negara yang 
banyak dinantikan kehadirannya oleh masyarakat pencari keadilan.  
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut 
PTUN),  merupakan salah satu aspek dari Deklarasi Hak-Hak Manusia 
(The Universal Declaration of Human Rights) yang telah dicetuskan oleh 
PBB. (Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah. 1991:2). Kemudian dalam 
perkembangannya pada tanggal 17 Desember 1970 diundangkanlah 
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Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut 
mengamanatkan pemerintah untuk membentuk PTUN sebagai bagian dari 
lingkungan peradilan yang ada. Menindaklanjuti hal itu kemudian 
pemerintah mengundangkan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. Pada tanggal 29 Desember 1986. 
Pembentukan PTUN baru dapat terealisasi dalam kurun waktu dua 
dasawarsa pasca diundangkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada tahun 1990 melalui 
pengesahan UU No. 10 Tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan 
Tinggi Tata usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujungpandang dan 
disahkannya Keppres No. 52 tahun 1990 Tentang Pembentukan PTUN di 
Jakarta, Medan, Palembang dan Surabaya dan Ujung Pandang.  
Dengan dibentuknya PTUN tersebut di atas maka terpenuhilah 
unsur keempat Negara hukum di negara kita sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Friederich Julius Stahl yaitu adanya peradilan 
administrasi Negara (Irfan Fachruddin. 2004:112). Namun 
permasalahannya, ternyata dengan ketentuan yang demikian tetap tidak 
cukup memberikan perlindungan dan jaminan penegakan hukum, banyak 
usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyempurnaan 
terhadap peradilan. Peradilan jalannya menjadi tidak adil dan berat 
sebelah, banyak tindakan pemerintah yang menggatasnamakan rakyat 
untuk mencapai suatu tujuan yang justru merugikan rakyat itu sendiri. 
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Lebih jauh lagi keadaan ini menyebabkan banyaknya asas peradilan yang 
tidak dapat diimplemetasikan dengan baik.  
Perubahan yang mendasar dalam UU No. 9 tahun 2004 Tentang 
Perubahan atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986  terletak pada 
Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5), yaitu  bagi pejabat TUN yang tidak 
melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat 
dijatuhi sanksi berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau 
sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Namun, dalam 
penerapannya pemberlakuan uang paksa ini masih menimbulkan banyak 
permasalahan.,. Dalam kenyataannya masih banyak Putusan Pengadilan 
TUN yang tidak dieksekusi/tidak dipatuhi oleh Pejabat TUN. (Irfan 
Fachruddin. 2004 :112) 
Salah satu contoh Sengketa PTUN yang mencantumkan uang 
paksa didalam petitum gugatannya ialah kasus Yulius Makai melawan 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang mana hakim 
memutuskan untuk menghukum tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Papua) untuk membayar uang paksa (dwangsom) bila lalai 
menjalankan putusan.  
Bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, dapat 
dipahami bahwa pelaksanaan upaya paksa sebagai penyangga agar 
putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan 
masih menjadi kelemahan kontroversial dan fundamental bagi efektifnya 
penegakan hukum di bidang administrasi/tata usaha Negara. Hal ini tentu 
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saja menjadikan pelaksanaan upaya paksa tersebut menarik untuk dikaji 
lebih lanjut dari perspektif keilmuan, terutama dari aspek ilmu hukum. Oleh 
sebab itu maka penulis tertarik untuk meneliti pembahasan tentang 
dwangsom dengan judul : Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam 
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan 
No.44/G.Tun/2011/PTUN.JPR) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis 
kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah penerapan uang paksa (Dwangsom) dalam putusan No. 
44/G.TUN/2011/PTUN.JPR dapat dilaksanakan secara efektif?  
2. Apakah faktor – faktor penghambat dalam penerapan uang paksa 
(Dwangsom) ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan uang paksa terhadap putusan No. 
44/G.TUN/2011/PTUN.JPR  
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dalam penerapan 




D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 
1. Agar dapat memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum 
lainnya yang ingin membahas mengenai berbagai hal tentang uang 
paksa (dwangsom) pada Peradilan Tata Usaha Negara  
2. Agar dapat menjadi suatu penemuan hukum baru dan juga bisa 
dijadikan suatu acuan agara para penyusun legislatif bisa segera 
membuat peraturan pelaksana dari uang paksa agar tidak terjadi 

















A.  Upaya Paksa 
Untuk terlaksananya suatu putusan terdapat dua upaya yang dapat 
ditempuh yaitu  (Harifin A. Tumpa, 2010 : 2): 
a) Upaya paksa langsung, yaitu penggugat memperoleh prestasi dari 
tergugat sesuai dengan apa yang ditentukan atau diperintahkan 
oleh hakim upaya ini dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu : 
(1) Eksekusi riil, yaitu secara langsung tergugat dipaksakan untuk 
memenuhi apa yang diperintahkan oleh hakim. cara ini adalah 
untuk melaksanakan prestasi yang berupa : untuk menyerahkan 
sesuatu barang selain dari uang. melakukan atau tidak 
melakukan. Dengan singkat dapat dikatakan hukuman untuk 
memenuhi suatu prestasi selain dari suatu jumlah uang 
dilaksanakan dengan suatu eksekusi riil 
(2) Hukuman untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran 
sejumlah uang, dilaksanakan dengan lebih dahulu mengadakan 
pemblokiran (penyitaan) barang–barang bergerak maupun tidak 
bergerak milik penggugat, kemudian barang-barang tersebut 
dijual (dilelang) dan hasilnya digunakan untuk pembayaran 
sesuai dengan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat. cara ini 
disebut  verhaal executie 
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HIR maupun RBG yag sekarang ini digunakan sebagai hukum 
acara perdata kita hanya mengatur  verhaal executie  tersebut : 
b) upaya paksa tidak langsung, yaitu pemenuhan prestasi tercapai 
dengan melalui tekanan phychis kepada tergugat agar ia dengan 
sukarela memenuhi prestasi. upaya ini dikenal dengan dua cara 
yaitu : 
(1) Penerapan gijzeling (sandera), yaitu hakim menetapkan bahwa 
apabila terhukum tidak mau memenuhi prestasi yang ditetapkan 
maka terhukum disandera. Penerapan sandera ini dapat 
diterapkan dalam setiap putusan kondemnator. Penerapan 
sandera sekarang ini tidak diperkenankan sesuai dengan Surat 
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 
Januari 1964 karena dipandang bertentangan dengan 
pancasila.  
(2) Penerapan Dwangsom (uang paksa) yaitu hakim menetapkan 
suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar 
sejumlah uang kepada si penggugat didalam hal ini si terhukum 
tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan 
dimana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut 
memenuhi hukuman pokok secara sukarela. Masalah uang 
paksa di Indonesia tidak diatur dalam HIR maupun RBg. Dahulu 
sewaktu masih berlakunya Rv masalah uang paksa tersebut 
diatur dalam Pasal 6061 dan Pasal 606b. 
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Menurut sifatnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat 
berupa putusan : 
a. Putusan deklatoir yaitu yang bersifat menerangkan saja; 
b. Putusan konstitutif yaitu yang bersifat meniadakan atau 
menimbulkan keadaan hukum yang baru; 
c. Putusan condemnatoir yaitu bersifat penghukuman atau berisi 
kewajiban untuk melakukaan tindakan tertentu terhadap yang 
kalah. 
Sedangkan menurut isi putusan PTUN dapat berupa: gugatan 
ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima dan gugatan gugur. 
Dari macam isi dan sifat ptusan PTUN tersebut tidak semua putusan 
dapat dikenakan upaya paksa melainkan hanya putusan–putusan yang 
memenuhi syarat saja, antara lain (Ujang Abdullah, 2010 ;3) :  
a. Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan, yaitu apabila dari 
hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata dalil–dalil dari posita 
gugatan penggugat telah terbukti secara formal maupun materiil 
dan telah dapat mendukung petitum yang dikemukakan penguggat; 
b. Putusan bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang sifatnya 
memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan 
tertentu kepada badan/ Pejabat Tata Usaha Negara; 
c. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inkracht 
Van Gewijsde) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat 
diterapkan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut. 
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Sehingga semacam isi dan sifat gugatan yang sifatnya deklatoir, 
gugatan tidak diterima gugatan gugur apalagi gugatan ditolak tidak dapat 
dikenakan upaya paksa karena bukan putusan yang bersifat 
condemnatoir.  
 
B. Pengertian Uang Paksa (Dwangsom) 
Eksistensi uang paksa ini lazim dijumpai pada hampir setiap 
gugatan. Konkretnya dalm perkara perdata maka kerap dituntut adanya 
uang paksa oleh penggugat atau para penggugat kepada pihak 
tergugat/para tergugat (Lilik Mulyadi, 2001:1). 
Dasar pemberlakuan/penerapan dwangsom dalam praktik peradilan 
di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606a dan Pasal 606 b Rv 
(http://alumnialtri.net diakses pada tanggal 3 Maret 2013) : 
Pasal 606 a.Rv 
“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu 
yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan 
bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman 
tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya 
ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang 
paksa”. 
Pasal 606 b. Rv 
“Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum 
berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa 
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yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru 
menurut hukum”. 
Setelah penulis mengkaji lebih mendalam detail dan terperinci 
maka secara subtansial ketentuan pasal 606a Rv/RBg Pasal 611a ayat (1) 
Rv Belanda dengan tegas tidak ditemukan mengenai batasan dari 
tuntutan uang paksa, karena aspek demikian maka batasan uang paksa 
ini hanya bisa didapatkan melalui para doktrina, makna leksiokon maupun 
praktisi hukum, antara lain sebagai berikut (Lilik Mulyadi. 2001:14) :  
1. Mr. P.A. Stein mengemukakan bahwa uang paksa sebagai : 
Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut 
diserahkan kepada Penggugat didalam hal sepanjang atau 
sewaktu–waktu si terhukum tidak melaksnakan hukuman. Uang 
paksa ditetapkan didalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah 
uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap 
pelanggaran. 
 
2. Mr. F.M.J. Jansen memberi batasan uang paksa sebagai :  
 Upaya eksekusi tidak langsung untuk memperoleh prestasi 
riil yang tidak dapat dicapai melalui upaya eksekusi biasa terkecuali 
secara khusus terhadap sila revindikasi. 
3. J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetya menyebutkan 
uang paksa sebagai : 
 Uang Paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus 
dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi. 
4. Subekti  dan Tjitrosoedibio menyebutkan bahwa uang paksa itu 
sebagai :  
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Sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan 
penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar 
sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan didalamnya bahwa si 
terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib 
membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, 
disebut uang paksa (pasal 605a Rv). Dengan demikian maka uang 
paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung. 
 
C. Sifat Uang Paksa (Dwangsom) 
Dari definisi/pengertian uang paksa tersebut diatas, maka tampak 
bahwa suatu dwangsom bersifat : 
a. Accesoir  
 Dengan pengertian bahwa tidak ada dwangsom apabila tidak 
ada hukuman pokok. Dwangsom harus selalu mengikuti hukuman 
pokok dengan kata lain bahwa dwangsom tidak mungkin dijatuhkan 
tanpa hukuman pokok. Ketika seorang penggugat dalam dalil 
(posita) gugatannya menyatakan bahwa tergugat telah lalai 
menyerahkan barang yang dibelinya padahal barang tersebut telah 
dibayar lunas. Penggugat didalam petitum gugatannya tidak 
meminta agar tergugat dihukum untuk menyerahkan barang yang 
dibelinya tersebut penggugat hanya menuntut dwangsom, maka 
hakim tidak dapat mengabulkan permintaan uang paksa tersebut 
walaupun dalil gugatan penggugat terbukti. Apabila hukuman pokok 
telah dilaksanakan oleh terhukum maka dwangsom yang ditetapkan 
bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi. 
Penggugat yang menuntut penyerahan barang yang dibelinya dan 
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apabila tergugat lalai menyerahkan barang tersebut maka tergugat 
dihukum untuk membayar uang paksa dan hakim mengabulkan 
hukuman tersebut, maka apabila tergugat telah menyerahkan 
barang yang dituntut itu kepada penggugat, maka dwangsom tidak 
berkekuatan hukum tetap lagi.  
b. Hukuman tambahan  
 Ini berarti apabila hukuman pokok yang diterapkan oleh 
hakim tidak dipenuhi oleh tergugat dengan sukarela maka 
dwangsom diperlakukan (dapat dieksekusi), apabila dwangsom 
telah dilaksanakan tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah 
hapus. Hukuman pokok masih tetap dapat dilaksanakan, apabila 
hakim dalam putusannya memerintahkan kepada tergugat 
menyerahkan barang yang telah dibeli oleh penggugat disertai 
suatu dwangsom, maka tergugat diwajibkan pula untuk membayar 
uang paksa yang telah ditetapkan oleh hakim tersebut. Uang paksa 
yang diterapkan oleh hakim telah dilaksanakan akan tetapi 
penyerahan barang yang diperintahkan tidak dilaksanakan oleh 
terhukum. Hukuman pokok tidak hapus dengan adanya 
pelaksanaan dwangsom 
c. Tekanan psychis bagi terhukum. 
Ini berarti bahwa dengan adanya hukuman dwangsom yang 
ditetapkan hakim didalam putusannya, maka terhukum ditekan 
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secara psychis agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok 
yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan dwangsom tersebut. 
D. Beban Pembayaran Uang Paksa 
 Perbedaan utama antara ganti rugi dan dwangsom. dwangsom 
sifatnya adalah assesoir, artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan 
bisa sekaligus sebagai pemaksa agar putusan hakim dipatuhi atau 
dilaksanakan. jadi uang paksa (dwangsom) adalah merupakan suatu alat 
eksekusi secara tidak langsung. 
 Mengenai beban pertanggungjawaban pejabat publik atas kerugian 
pihak ketiga, Bambang Sugiono, SH.Mh. dengan menyitir pendapat 
Kranenburg dan Vesting menyatakan terdapat dua teori. yaitu (Arifin 
Marpaung. 2005:14): 
1. Teori Fautes Personalies, yaitu teori yang menyatakan bahwa 
kerugian pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena 
tindakannya mengakibatkan kerugian 
2. Teori Fautes de Service, yaitu teori yang menyatakan bahwa 
kerugian kepada pihak ketiga dibebankan kepada instansi pejabat 
yang bersangkutan 
 Sedangkan Supandi SH., M.Hum (Supandi.2004:2-3) menyatakan 
bahwa secara teori seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya 
maka ia adalah sedang menjalankan peran Negara, oleh karenanya 
manakala didalam menjalankan peran/tuganya tersebut mengakibatkan 
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kerugian orang/masyarakat sepanjang tugas-tugas terbeut dilaksanakan 
menurut hukum, maka adalah benar apabila kerugian yang diderita 
orang/masyarakat tersebut dibebankan pembayarannya kepada Negara, 
karena itu tergolong “kesalahan dinas”. hal mana berbeda dengan ketika 
seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan 
dengan tidak mematuhi hukum), maka pada saat itu justru ia sedang tidak 
menjalankan peran Negara (karena secara ideal, menjalankan peran 
Negara itu adalah melaksanakan ketentuan hukum) oleh karenanya resiko 
dari ketidak patuhan terhadap hukum tadi tidak dapat dibebankan kepada 
keuangan Negara tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang 
sedang menjabat, karena hal tersbut adalah”kesalahan pribadi”. Hal mana 
sejalan dengan teori “kesalahan” yang dikembangkan dari yurispredensi 
Counsell d’Etat yang pada pokoknya membedakan antara kesalahan 
dinas (faute de Serve) dan kesalahan pribadi (Faute Personalie). (Paulus 
Effendi Lotulung.1996:5) 
 Penulis sependapat dengan pendapat tersebut, karena badan/ 
Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan 
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dapat 
dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum secara pribadi. 
Sehingga beban pembayaran uang paksa harus dibebankan kepadanya, 
walaupun dalam praktek dapat timbul kesulitan apabila dalam tahap 
pelaksanaan ternyata pejabat yang bersangkutan pindah tugas diluar 
wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau diluar 
15 
 
wilayah KPKN yang berbeda dan apabila ternyata gajinya tidak cukup 
untuk membayar uang paksa. akan tetapi hal tersebut dapat diatasi 
dengan menjalin koordinasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara yang 
satu dengan yang lain dan cara pembayaran dilakukan dengan diangsur 
(Arifin Marpaung. 2005:5). 
E. Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 
Penegakan Hukum merupakan suatu proses berlangsungnya 
perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan 
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-
kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 
rangkain penjabaran nilai tahap akhir. Selanjutnya, Soerjono Soekanto 
menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada 
hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat 
keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, 
tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.(Soerjono Soekanto.2008:8) 
Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, 
yaitu: 
1. Hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja 
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum 
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
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4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan 
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup 
Faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan 
tugasnya, yaitu: 
1. Faktor Hukum 
Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan disebabkan 
oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 
ditentukan secara normatif. Penyelenggaraan hukum bukan hanya 
mencakup law enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena 
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian 
antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 
kedamaian. Tidak setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan 
oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-
undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia. Hukum 
mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum 
traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. 
2. Faktor Penegakan Hukum 
Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 
kepribadian penegak hukum. Hukum identik dengan tingkah laku nyata 
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petugas atau penegak hukum. Peningkatan kualitas merupakan salah 
satu kendala yang dialami di berbagai instansi. 
3.      Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 
dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat 
keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. 
Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak 
akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 
dengan peranan yang aktual. 
4.      Faktor Masyarakat 
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Taraf kepatuhan hukum, yaitu 
kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. 
5.      Faktor Kebudayaan 
Fungsi kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mengatur agar 
manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. 
Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang 
menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang 
dilarang. 
 
F.  Pengertian Putusan  
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Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu 
pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi 
wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. 
Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan 
jugapernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian 
diucapkan olehHakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) 
tidak mempunyaikekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di 
persidangan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo 2006 : 210). 
Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim 
yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi 
berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu 
persidangan di pengadilan. Sangsi hukuman ini baik dalam Hukum Acara 
Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan 
kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya 
dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi 
dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau 
yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, 
sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara 
dan atau denda (Sarwono 2011 : 211). 
Tujuan suatu dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh 
putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan hakim 
yang tidak dapat diubah lagi. dengan putusan ini, hubungan antara kedua 
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belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama – lamanya dengan 
maksud suapaya apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan 
bantuan alat – alat Negara (dengan kekuatan umum) (R.Subekti. 
1989:124). 
G. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Putusan PTUN Menurut 
Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang PTUN 
Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian 
ditegaskan dalam pasal 115 UU Peratun.Putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap artinya bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada 
lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum. Akan tetapi, 
oleh para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan telah lewat 
tenggang waktu yang ditentukan oleh UU. 
Sebagai contoh, putusan PTUN Yogjakarta seharusnya dapat di 
ajukan upaya hukum banding ke PTUN Surabaya, akan tetapi karena 
telah lewat waktu 14 hari sebagaiman yang ditetapkan UU, para pihak 
tidak ada yang mengajukan upaya hukum tersebut, sehingga putusan 
PTUN Yogjakarta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang 
kemudian dapat diajukan permohonan eksekusinya. 
Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam 
Pasal 116 hingga 119 Peratun telah mempunyai kekuatan executabel. hal 
ini dikarenakan adanya sanksi berupa uang paksa dan sanksi administratif 
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serta publikasi terhadap badan atau pejabat TUN (tergugat yang tidak 
mau melaksanakan putusan Peratun. 
 Lebih lanjut Pasal 116 UU Nomor51 Tahun 2009 menyebutkan 
prosedur eksekusi di Peratun, sebagai berikut : 
1. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat 
oleh panitera Pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan 
yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat – lambatnya 
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja  
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaiman 
dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat 
(9) huruf a, keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu 
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.  
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf 
c, dan kemudian setelah 90 (Sembilan puluh) hari kerja ternyata 
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, meka penggugat 
mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat 
melaksanakan putusan pengadilan tersebut.  
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4. Dalam hal tergugat tidka bersedia melaksanakan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabata 
yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran 
sejumlah uang paksa dan atau sanksi administrasi. 
5. Pejabata yang tidak melaksanakan putusan pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media 
massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
6. Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat 
sebagaiamana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus 
mengajukan halini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut 
melaksanakan putusan pengadilan dan lemabaga perwakilan 
rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan  
7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi 
administratif, dan tata cara pelaksanaan pemabayaran uang paksa 
dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang – 
undangan.  
H.  Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara 
Dapat dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara ini memiliki 
ciri–ciri yang bersifat khas jika dibandingkan dengan peradilan pada 
umumnya, terutama yang terkait dengan prinsip – prinsip yang berlaku 
dalam hukum acaranya. Asas–asas hukum yang berlaku dalam hukum 
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acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah(TitikTtriwulan dan Ismu 
Gunodi widodo, 2011 : 571): 
a. Asas praduga tak bersalah. Asas ini mengandung pengertian 
bahwa stiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar 
sampai ada keputusan yang membatalkannya. Dengan adanya 
asas ini, maka gugatan tata usaha tidak menunda pelaksanaan 
keputusan tata usaha Negara yang digugat; 
b. Asas pembuktian bebas, yaitu asas yang menentukan bahwa 
hakimlah yang menetapkan beban pembuktian; 
c. Asas keaktifan hakim. Dengan adanya asas keaktifan hakim ini, 
maka kedudukan tergugat yang merupakan pejabat Negara 
berhadapan dengan penggugat yang merupakan rakyat biasa., 
diperlukan keseimbangan dengan menerapkan keaktifan hakim; 
d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekutan hukum mengikat 
sebagai “erga omnes”. Meskipun substansi gugatan penggugat 
bersifat perdata, tetapi sengketa tata usaha Negara adalah 
sengketa hukum publik. Karena itu, putusan pengadilan tata usaha 
Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas 
pada pihak–pihak yang bersengketa saja (Philipus M. Hadjon. 2005 
;313). 
1. Kompetensi Relatif & Absolut 
Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas 
daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan 
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dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah 
satu pihak yang sedang bersengketa (penggugat/tergugat) berkediaman 
disalah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan 
tersebut. 
Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata 
Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi 
atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Peradilan 
Tata Usaha Negara adalah perbuatan pemerintah yang “Mengeluarkan 
Keputusan (Beschikking)” sedangkan perbuatan pemerintah lainnya yakni 
melakukan perbuatan materiil dan mengeluarkan peraturan masing–
masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. 
Kompetensi Absolut PTUN adalah Sengketa Tata Usaha Negara 
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan 
hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik 
dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang–undangan yang berlaku  (Pasal 1 butir 4 Undang-
UndangNomor5 tahun 1986). 
2. Sengketa Tata Usaha Negara 
Pada pokoknya semua keputusan tata usaha Negara yang biasa 
disebut beschikking dapat digugat oleh setiap warga Negara atau subjek 
hukum Indonesia lainnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan 
lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat 
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Negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi 
warga Negara pada umumnya, merupakan salah satu ciri penting Negara 
hukum. Dengan demikian, diharapkan siapa saja yang menduduki jabatan 
pemerintah Negara tidak akan membuat keputusan–keputusan yang 
sewenang–wenang dengan merugikan hak–hak warga Negara yang 
seharusnya dilayani dengan sebaik–baiknya oleh pejabat pemerintahan.  
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo 
Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul 
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum 
perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat 
maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha 
Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang–undangan yang berlaku.  
3. Keputusan Tata Usaha Negara 
 Batasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai obyek 
gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
adalah: 
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, 
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individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 
badan hukum perdata.  
Dari definisi tersebut, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 
didukung beberapa unsur mutlak. Menurut Zairin Harahap ada 5 (lima) 
unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu(Zairin Harahap, 
2010;65) : 
a. Penetapan Tertulis. 
Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 
Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa 
suatu penetapantertulis adalah terutama menunjuk kepada isi bukan 
bentuk (form).Persyaratan tertulis adalah semata untuk kemudahan segi 
pembuktian. Olehkarenanya sebuah memo atau nota dapat memenuhi 
syarat tertulis, yangpenting apabila sudah jelas: 
1) Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mana yang 
mengeluarkannya, 
2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, 
3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan 
didalamnya. 
b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 
Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat 
TataUsaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan 
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berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 
(8) Undang-Undang Nomor51 Tahun 2009). 
c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. 
Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum 
badanatau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu 
ketentuan hukumTata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau 
kewajiban pada oranglain. 
d. Bersifat Konkret, Individual, Final. 
Bersifat konkret adalah obyek yang diputuskan dalam Keputusan 
TataUsaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat 
ditentukan.Bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu 
tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang 
dituju.Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang 
terkenakeputusan itu disebutkan.Bersifat final adalah Keputusan Tata 
Usaha Negara yang dikeluarkanitu sudah definitif dan karenanya dapat 
menimbulkan akibat hukum.Keputusan Tata Usaha Negara yang masih 
memerlukan persetujuan instansiatasan atau instansi lain belum bersifat 
final. 
e. Memiliki akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara dalam Pasal2 juga menentukan beberapa pengecualian untuk 
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sejumlah Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) yang tidak termasuk 
Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: 
1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 
perdata; 
2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 
bersifat umum; 
3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan 
persetujuan; 
4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan 
perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana; 
5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara 
Nasional Indonesia; 
7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di 
daerah mengenai hasil pemilihan umum. 
Selain dari itu, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
mengatur beberapa Keputusan Tata UsahaNegara tertentu juga 
dinyatakan bukan wewenang badan peradilan dalamlingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara, yaitu keputusan yang dikeluarkandalam waktu 
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perang, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yangkeadaan 
mendesak untuk kepentingan umum yang berdasarkan peraturan-
peraturanperundang-undangan yang berlaku. 
Pembagian kompetensi antara empat lingkungan peradilan, 
menurutPhilipus M. Hadjon berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah 
digariskan olehUndang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (sekarang Undang-
Undang Nomor 48Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman (Philipus 
M. Hadjon, 1997: 116).Putusan pengadilan yang akan diambil oleh hakim 
dapat berupa (Pasal 97 ayat (7)): 
1. Gugatan ditolak 
2. Gugatan dikabulkan  
3. Gugatan tidak diterima 
4. Gugatan gugur 
Suatu putusan harus memuat dan memenuhi persyaratan sebagai 
berikut (A. Siti Soetami, 1998 : 50) : 
a) Kepala Putusan  
Setiap putusan harus mempunyai kepala atau bagian atas putusan 
yang berbunyi : Dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa (Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 
1970) 
Kepala Putusan ini mempunyai kekuatan eksetutorial karena kalau 
tidak dicantumkan, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan 
bahkan dapat menyebabkan kebatalan 
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b) Identitas para pihak 
Dalam putusan harus dimuat identitas para pihak yang menyangkut 
nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan atau tempat 
kedudukan. Para pihak dalam hal ini minimal dua pihak (yang 
berperkara) bila hal ini tidak dimuat, maka dapat menyebabkan 
kebatalan 
c) Ringkasan 
Harus dibuat secara jelas ringkasan gugatan dan jawaban 
apabilatidak maka putusan pun dapat batal. 
d) Pertimbangan 
Pertimbangan atau disebut juga konsiderans merupakan dasar 
putusan. pertimbangan dalam putusan dapat juga merupakan 
pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum. 
Dalam pertimbangan putusan dimuat alasan–alasan hakim 
secaratepat dan terperinci, termasuk didalamnya penilaian secara 
yuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan hal – hal yang 
terjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa 
e) Alasan Hukum  
Alasan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar putusan. 
berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 
1970, dalam putusan harus dimuat pasal – pasal tertentu dari 




f) Amar Putusan dan Biaya Perkara 
Amar atau dictum putusan merupakan jawaban terhadap petitum 
gugatan. Hal ini berarti hakim wajib mengadili semua bagian 
tuntutan dan juga akhirnya ditetapkan jumlah dan kepada siapa 
biaya perkara harus dibebankan 
g) Waktu, Nama Hakim, Panitera dan Keterangan Lain 
Dalam Putusan dimuat pula mengenai hari, tanggal, nama (Majelis 
Hakim yang memutus perkara tersebut dan nama Panitera). 
Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan lain, yaitu 
disebutkan mengenai kehadiran atau tidaknya para pihak 
dipersidangan.  
Terhadap gugatan yang dikabulkan, maka pengadilan akan 
menetapkan kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan kepada badan 
atau pejabat TUN selaku tergugat, yaitu berupa (Pasal 97 ayat (9) : 
a) Pencabutan keputusan TUN yang besangkutan; 
b) Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan 
keputusan TUN yang baru; 
c) Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada 
pasal 3; 
d) membayar ganti rugi; 







A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan 
diPengadilan Tata Usaha Negara Jayapuradan Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar. Pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan 
bahwa lokasi tersebut tersedia data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. 
B. Jenis Dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak yang memiliki terkaitan dengan penelitian penulis. 
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti 
hanya mencari dan mengumpulkan penulisan ( data yang diperoleh 
dari buku-buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait). 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Penelitian pustaka (Library research) 
Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan 
teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian 
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terdahulu, artikel–artikel serta sumber-sumber bacaan lain yang 
ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti  
2. Penelitian lapangan (Field research) 
Teknik pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini dilakukan 
dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan 
data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan 
permasalahan. Teknik wawancara tidak didasarkan pada daftar 
pertanyaan tertulis dan tersusun. tetapi wawancara langsung tanpa 
membacakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan secara 
terpisah dengan mendatangi para responden. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data yang diperoleh berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian baik data primer maupun sekunder dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, menggambarkan permaaslahan yang berkaitan dengan 
efektivitas penerapan uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kasus Posisi 
1. Kedudukan Para Pihak 
 Adapun pihak – pihak yang berperkara adalah sebagai berikut :  
a. Yulius Makai, A.Md, Keawrganegaraan Indonesia, Pekerjaan 
Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, bertempat tinggal di Maonemani, 
Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Dalam hal ini 
memberi kuasa kepada Gustaf R. Kawer,S.H.,M.Si, Robert Korwa, 
S.H., Johanis H. Maturbong,S.H. dan Ivonia Sonya Tetjuari, S.H., 
M.Si, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan 
Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Gustaf R. 
Kawer,S.H., M.Si dan Rekan beralamat di Jalan Belut I Expo 
Waena (Belakang Gereja Bala Keselamatan) Distrik Heram, Kota 
Jayapura; Berdasarkan Surat Kuasa Khusu tertanggal 08 
September 2011. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.  
b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di 
Jalan Soa Siu Dok II, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dalam 
hal ini memberi kuasa kepadaHermawati Koentariani, S.H., dan 
Budi Setyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang No.8, 
Keluarahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura; Berdasarkan 
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Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2011 (terlampir 
dalam berkas). Selanjutnya disebut sebagai tergugat.  
c. 1. Osea Petega, S.E. 
2. Agustinus Tebai, S.Sos., 
3. Yanuarius D.Tigi, S.IP., 
4. Yuliten Anouw, S.E., 
5. Silvester Dumapa, S.Pt., 
Dalam Hal ini memberi kuasa kepada John Richard, Paskalis 
Letsoin, dan A. Rahman Upara. Kesemuanya berkewarganegaraan 
Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum John Richard . 
beralamat di Jalan Cendrawasih Blok I No. 9 Perumnas III, 
Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura; berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2011. Selanjutnya 
disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi  
2. Tentang duduknya perkara 
1. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota KPU Kabupaten Dogiyai 
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPUProvinsi Papua 
Nomor : 30 tahun 2010 tertanggal 30 juni 2010 Tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPU Kebupaten 
Dogiyai, Provinsi Papua 
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2. Bahwa dalam Tahapan Pemilukada Kabupaten Dogiyai sedang 
berlangsung, Ketua KPU Propinsi Papua in casu TERGUGAT 
membentuk Dewan Kehormatan 
3. Bahwa pembentukan Dewan Kehormatan atas diri PENGGUGAT 
berdasarkan pada alasan Pasal 29 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) 
huruf a,b,c,d,f dan g Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 
Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,  
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011, TERGUGAT 
menerbitkan Surat Keputusan Kepada PENGGUGAT bersama 
Ketua dan 3 (tiga) Anggota KPU Dogiyai, Nomor 24 Tahun 2011 
Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang memberhentikan 
Penggugat bersama Ketua KPU Kabupaten Dogiyai dan 3 (Tiga) 
anggota KPU Kabupaten Dogiyai tersebut (Obyek Sengketa) 
5. Bahwa Tindakan tergugat yang membentuk Dewan Kehormatan 
untuk menyatakan pihak PENGGUGAT telah melanggar pasal 29 
ayat (1) huru a, b dan c, ayat (2) huruf a,b,c,d,e,f, dan g Undang – 
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan 
Pemilihan Umum justru menyalahi prosedur, karena tergugat tidak 




6. Tergugat melantik Anggota KPU Dogiyai yang sangat jelastidak 
berkualitas untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Dogiyai 
(TERGUGAT II INTERVENSI).  
7. Adapun hal – hal yang menjadi tuntutannya adalah 
a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya  
b) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat 
Tata Usaha Negara Nomor: 24 Tahun 2011, tertanggal 15 
juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar 
Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.  
c) Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat 
Keputusan Nomor 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 
Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.  
d) Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengaktifkan 
kembali PENGGUGAT sebagai Anggota KPU AKbupaten 
Dogiyai serta merehabilitasi nama baik PENGGUGAT 
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua serta 
Komisi Pemilihan Umum Pusat. 
e) Menghukum tergugat untuk membayar uang ganti rugi akibat 
dari penerbitan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT 
sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) 
f) Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa 
(dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) 
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perhari bila lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak 
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.  
g) Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang 
timbul dalam perkara ini.  
8. Hakim Ketua Majelis telah memanggil TERGUGAT melalui 
atasannya dengan yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat 
dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 
44/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR Tanggal 15 November 2011 dan 
kemudian Tergugat melalui kuasanya telah hadir dipersidangan 
dan mengajukan jawaban tertanggal 05 januari 2012 
9. Bahwa secara tegas TERGUGAT menolak seluruh gugatan 
PENGGUGAT dan seluruh dalil-dalilnya sebagaimana terurai dalam 
surat gugatan, terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui 
kebenarannya oleh TERGUGAT. 
10. Dalam jawaban tergugat. Adapun hal –hal yang menajdi 
tuntutannya adalah : 
a) menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan 
dinyatak gugur demi hukum  
b) menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya  
c) menetapkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat 
11. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut pengadilan telah 
meanggil pihak TERGUGAT II INTERVENSI melalui kuasa 
hukumnya  dan para TERGUGAT II INTERVENSI tersebut melalui 
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kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk masuk 
sebagai pihak dalam sengketa in casu dengan nomor 18/KA-
JR/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011  
12. Dalam jawaban TERGUGAT II INTERVENSI Adapun hal – hal yang 
menjadi tuntutannya : 
a) menolak secara keseluruhan dalil – dalil penggugat dalam 
gugatannya 
b) menerima jawaban Tergugat II Intervensi secara 
keseluruhan 
c) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada 
penggugat  
13. Bahwa atas jawaban dari tergugat dan para tergugat II intervensi 
tersebut, penggugat telah menyampaikan replik dipersidangan 
tanggal 09 januari 013 dan atas replik tersebut para tergugat II 
intervensi telah menyampaikan duplik pada persidangan tanggal 16 
januari 2012 dan tergugat pada persidangan tertanggal 24 januari 
2012 menyatakan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya para 
pihak menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatan maupun 
jawabannya masing – masing.  
14. Selanjutnya berdasarkan proses sidang beserta ala bukti dan 
kesaksian maka hakim menyampaikan pertimbangannya dan 
memberikan keputusan yakni sebagai berikut : 
Dalam penundaan  
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a) Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan 
Penggugat  
b) Menunda pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 tahun 
2011, Tanggal 15 juli 2011 Tentang Pemberhentian dan 
Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Dogiyai  
Dalam Eksepsi  
Menolak eksepsi tergugatuntuk seluruhnya  
Dalam Pokok Perkara  
a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya  
b) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011. Tanggal 15 Juli 2011 
Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 
c) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 
2011. Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan 
Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Dogiyai 
d) Memerintahkan tergugat untuk mengaktifkan kembali 
Penggugat sabagai anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Dogiyai serat merehabilitasi Nama Baik 
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Penggugat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Papua Serta Komisi Pemilihan Umum Pusat. 
e) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat dari 
penerbitan obyek sengketa kepada pengugat sebesar Rp. 
3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) 
f) Menghukum tergugat untuk membayar Uang Paksa 
(dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) 
Perhari bila Lalai Menjalankan isi Putusan, Terhitung sejak 
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
g) Menghukum tergugat dan para Tergugat II Intervensi Secara 
Tanggung Renteng Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar 
Rp. 933.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu 
Rupiah) 
B. Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) dalam putusan No. 
44/G.TUN/2011/PTUN.JPR 
Dalam putusan nomor 44/G.TUN.2011/PTUN.JPR  dimana 
penggugat mencantumkan dalam gugatannya upaya paksa berupa uang 
paksa, sebelumnya telah ada kesepakatan tidak tertulis di Pengadilan 
Tata Usaha Negara Jayapura mereka telah menyarankan kepada 
penggugat untuk menghapus atau menghilangkan petitum uang paksa 
dalam gugatan lantaran belum adanya pijakan hukum yang jelas. Namun 
penggugat tetap mencantumkan upaya paksa dalam petitum gugatannya. 
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Dalam persidangan posita gugatan penggugat terbukti dan gugatan 
penggugat harus dikabulkan, begitu pula dengan petitum upaya paksa.  
Menurut hemat penulis terkait dengan sikap pengadilan Jayapura 
tersebut tanpa mengurangi rasa hormat, seharusnya Pengadilan Tata 
Usaha Negara tidak dapat menolak petitum upaya paksa tersebut dengan 
alasan belum ada peraturan pelaksanaannya karena menurut Pasal 16 
ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan 
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan 
memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya. dan 
selanjutanya dalam Pasal 28 ayat (1) ketentuan tersebut dinyatakan juga 
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
Namun penjatuhan uang paksa dalam putusan 
44/G.TUN.2011/PTUN.JPR yaitu kasus Yulius Makai, A.Md melawan 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Hakim memutus untuk 
menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi Akibat dari penerbitan 
Obyek sengketa kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta 
rupiah) dan Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa 
(dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari bila 
lalai menjalankan isi putusan. terhitung sejak putusan mempunyai 
kekuatan hukum tetap, tapi tetap saja putusan tersebut tetap tidak 
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dilaksanakan oleh tergugat, dan pemberlakuan uang paksanya pun tidak 
dilaksanakan terkait belum adanya peraturan pelaksananya.  
C. Faktor – faktor penghambat dalam penerapan Uang Paksa 
(Dwangsom) 
 Tidak adanya ketentuan/ aturan pelaksanaan tentang uang paksa 
 Lemahnya kekuatan eksekutorial putusan TUN dapat dilihat dari 
kasus  yang pernah terjadi didalam sejarah Peradilan Tata Usaha Negara 
di Indonesia, kejadian ini menunjukkan betapa tidak berdayanya sebuah 
produk hukum pengadilan ketika berhadapan dengan pejabat administrasi 
pemerintahan. Dalam Sengketa PTUN Yulius Makai, A.Md melawan Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Hakim memutus untuk 
menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari bila lalai menjalankan isi 
putusan. terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, 
Namun tetap saja Putusan No.44/G.TUN/2011/PTUN.JPR tidak 
dilaksanakan. Hingga saat ini penerapan sanksi “uang paksa”tersebut 
belum terlaksana, Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebut 
sebagai berikut : 
1. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh 
panitera Pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang 
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mengadilinya dalam tingkat pertama selambat – lambatnya dalam 
waktu 14 (empat belas) hari kerja  
2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, 
keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai 
kekuatan hukum lagi.  
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, 
dan kemudian setelah 90 (Sembilan puluh) hari kerja ternyata 
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, meka penggugat mengajukan 
permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan 
putusan pengadilan tersebut.  
4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang 
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah 
uang paksa dan atau sanksi administrasi. 
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak 
setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
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6. Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat 
sebagaiamana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus 
mengajukan halini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut 
melaksanakan putusan pengadilan dan lemabaga perwakilan rakyat 
untuk menjalankan fungsi pengawasan  
7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, 
dan tata cara pelaksanaan pemabayaran uang paksa dan/atau sanksi 
administratif diatur dengan peraturan perundang – undangan.  
Dalam Undang – Undang tersebut tidak diatur  mengenai 
pelaksanaan uang paksa, di UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara Pasal 7 menjelaskan bahwa Ketentuan mengenai 
besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan 
pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan 
peraturan perundang – undangan namun sampai skrng ini ketentuan 
tersebut belum ada.  
 Tidak adanya partisipasi aktif dari tergugat dan kurangnya 
pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan TUN 
Dalam wawancara dengan panitera Hermine E susilawati S.H dan 
Roy E Pariaribo SH. dan hakim Warisman Staronggal S.H.Pada tanggal 
21 Januari 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diketahui 
bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti 
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kasus ptun No.44/G.TUN/2011/PTUN.JPR tidak dapat dilaksanakan 
dilapangan, menurut panitera Hermine E susilawati S.H selama ini 
kurangnya partisipasi dari pihak yang bersengketa telah menyebabkan 
pengadilan tidak bisa memastikan apakah putusan tersebut telah 
dilaksanakan. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan 
menjadi tidak efektif sama sekali meskipun Undang – undang telah 
digariskan bahwa pelanggarnya dapat dibebankan upaya paksa jika 
putusan tersebut tidak dilaksanakan. kendala utamanya adalah tidak 
adanya pertisipasi aktif dari tergugat untuk melaporkan pelaksanaan 
putusan Pengadilan TUN yang bersangkutan  
 Uang Paksa yang diterapkan di Indoneasia masih berdasarkan 
peraturan yang menurut penulis sudah tidak up to date lagi, walaupun 
sudah diatur dalam Pasal 116 UU PTUN akan tetapi untuk 
menjalankannya masih diperlukan peraturan pelaksana (Peraturan 
Pemerintah) agar bisa efektif, dari beberapa sumber bahan yang didapat 
oleh penulis, terdapat sebuah legal draft Peraturan Pemerintah tentang 
uang paksa yang dibuat oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 
Jakarta Bambang Heriyanto SH. MH. yaitu sebagai berikut (http://hery-
judge.blogspot.com/2010_03_01_archive.html) bahwa penjatuhan 
dwangsom itu mutlak harus diajukan bersama – sama dalam surat 
gugatan dan apabila penggugat tidak mencantumkan maka adalah 
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kewajiban hakim untuk mengingatkan untuk mencantumkan dwangsom 
tersebut dalam petitum.. 
 Bertolak belakang dengan pendapat diatas Merna Cytnthia 
SH.MHHakim di PTUN Makassar mengatakan sejatinya ketua pengadilan 
memiliki andil besar untuk mengawasi eksekusi putusan diwilayah 
hukumnya. seorang Ketua Pengadilan (PTUN) harus meminta penjelasan 
kepada pejabat TUN yang tidak atau enggan melaksanakan putusan. 
termasuk menanyakan alasan – alasan dan hambatan – hambatan yang 
mendera pejabat TUN sebagai tergugat.  
 Penulis setuju dengan dengan pendapat terakhir, pengawasan 
pelaksanaan putusan pengadilan TUN tidak boleh semata mata tidak 
hanya bergantung pada ada atau tidaknya laporan eksekusi daripihak 
yang bersengketa belaka sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan 
Pasal 119 UU PTUN yang mengatur : 
“Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
 ketiadaan peraturan dan anggaran khusus bagi pelaksanaan upaya 
paksa 
Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu hasil revisi UU PTUN 
dari sisihukum acaranya ialah diperkenalkannya upaya paksa guna 
menggaransi suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan 
hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. guna menjamin 
pelaksanaannya maka dilingkungan peradilan TUN dibentuk “juru sita” 
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berdasarkan amanat UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara Pasal 39 A “Pada Setiap Pengadilan Tata Usaha Negara 
ditetapkan adanya juru sita.  
Menurut hakim PTUN Jayapura Warisman Staronggal S.H hingga 
saat ini upaya paksa sebagaimana dimaksud oleh UU PTUN belum dapat 
dilaksnakan mengingat petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis aturan ini 
belum ada. meskipun disebutkan adanya keberadaan juru sita di 
Pengadilan TUN, tetapi UU PTUN tidak menjelaskan apa yang menjadi 
tugas dan kewenangannya di Pengadilan TUN berkenaan dengan 
pelaksanaan uang paksa.  
Roy E Pariaribo kemudian menambahkan bahwa pelaksanaan 
upaya paksa khusus yang berkenaan dengan uang paksa memerlukan 
adanya anggaran khusus baik di dalam APBD maupun APBN yang hingga 
kini belum tersedia 
Pada dasarnya penulis setuju dengan yang disampaikan oleh 
panitera dan hakim Pengadilan TUN Jayapura di atas. ketiadaan 
peraturan dan anggaran khusus bagi pelaksanaan upaya paksa terhadap 
putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap 
menyebabkan uang paksa  kurang bisa diterapkan secara efektif.  
 adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat TUN untuk 




 Sementara itu Hermine E susilawati S.H berpendapat mengingat 
keterbatasan pelaksanaaan upaya paksa sebagaimana dipaparkan diatas 
maka dalam rangka pelaksanaan putusan TUNyang telah berkekuatan 
hukum tetap saat ini yang diperlukan adalah peningkatan kesadaran 
hukum Badan atau Pejabat TUN karena kekuatan hukum putusan 
tersebut sama dengan kekuatan hukum suatu Undang – Undang.  
 Pada dasarnya penulis sependapat perlu adanya komitmen yang 
jelas dari Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan suatu putusan 
Pengadilan  TUN yang telah berkekuatan hukum tetap.  
 Menurut pendapat Muhammad Aly Rusmin SH. Hakim Pengadilan 
Tata Usaha Negara Makassar, pada dasarnya produk hukum yang 
dikeluarkan oleh Badan Peradilan yang berbentuk putusan ataupun 
penetapan yang mencantumkan kewajiban membayar uang paksa, maka 
kewajiban pejabat TUN untuk melaksanakan produk hukum tersebut, 
karena hal tersbut merupakan ciri Negara hukum yang mengharuskan 
kepatuhan pejabat terhadap hukum, termasuk kepatuhan untuk 
melaksanakan putusan pengadilan.  
 Terlepas dari belum adanya peraturan pelaksana upaya paksa 
hingga saat ini, hal ini mengingatkan kembali terdapat kekurangcermatan 
dan tidak komprehensifnya revisi yang dilakukan terhadap UU PTUN oleh 
pembentuk undang –undang. Konsekuensinya keberadaan Pengadilan 
Tata  Usaha  Negara  tak lebih  seperti “Macan Ompong” karena upaya 
paksanya tidak bisa sama sekali diaplikasikan 
(http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=23501&cl=  diakses 





A. Kesimpulan  
1. Penerapan uang paksa terhadap putusan kasus no. 
44/G.TUN/2011/PTUN.JPR yang telah berkekuatan hukum tetap 
tidak dilaksanakan walaupun telah ada didalam UU No.51 Tahun 
2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun belum ada 
peraturan pelaksananya sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi 
penerapan uang paksa dalam putusan tersebut belum terlaksana 
secara efektif.  
2. Adapun faktor-faktor penghambat dalam penerapan uang paksa : 
a) belum adanya ketentuan atau peraturan tentang 
pelaksanaan uang paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara 
b) tidak adanya partisipasi aktif dari tergugat dan kurangnya 
pengawasan pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Tata 
Usaha Negara 
c) ketiadaan peraturan dan anggaran khusus bagi pelaksanaan 
upaya paksa 
d) tidak adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat 
TUN untuk melaksanakan suatu putusan Pengadilan  TUN 




B. Saran  
1. Dibuatnya produk hukum berupa peraturan pemerintah untuk 
mengatur prosedur dan mekanisme pembayaran dwangsom bagi 
pejabat yang bersangkutan.  
2. Melakukan revisi terbatas terhadap UU No 51tahun 2009 
khususnya berkenaan dengan ketentuan upaya paksa  
3. Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan upaya 
paksa  
4. Pengadilan TUN (Ketua Pengadilan) perlu mengambil proaktif 
dalam mengawasi pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap.  
5. Para Pihak khususnya penggugat dinilai perlu berpertisipasi aktif 
untuk memberikan informasi apakah suatu putusan yang telah 
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